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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia, 

maka perlu dikaitkan dengan konsep negara hukum atau yang sering disebut

dengan “Rule of 'LaW*.

Negara hukum atau “Rule of LaW’ dalam arti1 menurut konsepsi dewasa 

ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti : pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara/pemerintah

dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Konsepsi negara hukum atau “Rule of LaW* beserta sendi-sendinya

sebagaimana tersebut di atas, membawa konsekuensi adanya keharusan untuk

mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai hukum, khususnya hukum 

pidana dan hukum acara pidana.2

Abdul Hakim Garuda Nusantara KUHAP,hal. 177. 

2 Ibid, hal. 178
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Dianutnya konsep negara hukum, diperlukan seperangkat aturan hukum 

pidana yang menurut teori klasik bertujuan untukmelindungi warga negara dari 

tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Sedangkan menurut teori modem 

tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari 

bahaya kejahatan.3

Khusus hukum pidana untuk melindungi hak asasi warga negara 

(tersangka/terdakwa) di bidang system peradilan pidana diatur dalam hukum 

acara pidana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya diangkat

ancaman

KUHAP.

KUHAP sebagai dasar bekerjanya system peradilan pidana mengandung

asas-asas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan,

terlepas dari system hukum yang dianut yaitu apakah system “c/v// law”

sebagai yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental atau system

“Common Law” sebagai yang dianut oleh negara-negara Anglosaxon maupun 

system hukum lainnya yang digunakan oleh negara tertentu.4

3 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian /, (Jakarta, Balai 
Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 69.

Hendrastanto Yudowidagdo. “Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia" 
(Jakarta, Bina Aksara, 1987), hal. 36.
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Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat universal dan selalu dikaitkan 

dengan sendi yang utama yaitu jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi. Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri, 

interpretasi atau maknya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup 

dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara yang bersangkutan. 

Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban 

warga negara telah tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 yang 

bersumber pada Pancasila.5

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan

dalam pemberian

merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia (selanjutnya

disingkat HAM), globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan

akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan,

tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (selanjutnya disingkat Kepolisian). Kesemua itu telah pula 

menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap 

pelaksanaan tugas Kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi 

kepada masyarakat yang dilayaninya.6

5 Ibid, hal. 54.

6 Brownlie (ed), Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, Edisi Kedua, 
Diterjemahkan oleh Beriansyah, UI Press, Jakarta, 1993.
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Salah satu paradigma baru yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat 

terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian adalah pentingnya perlindungan dan 

Hak Asasi Manusia. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam 

Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

pemajuan

yang menentukan sebagai berikut:

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia 
karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik 
Indonesia telah membentuk Undang Undang Nomor 5 tahun 1998 
tentang Ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat manusia, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, dan Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia wajib mempedomani dan mentaati ketentuan 
Undang Undang di atas.

Ketentuan di atas pada intinya tidak memperkenankan polisi melakukan

kekerasan yang melanggar HAM seperti penangkapan dan penahanan secara

sewenang-wenang, penganiayaan secara fisik untuk mendapatkan pengakuan 

tersangka, dan penembakan secara sewenang-wenang. Hal ini secara tegas 

telah dinyatakan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor : M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab 

Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bab IV tentang Kitab Undang Undang 

Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia, Alinea ke-6 

menentukan sebagai berikut :8

yang

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Hakim Garuda Nusantara, hal. 178.
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Namun dalam hubungan dengan Hukum Acara Pidana baru, yang 
lebih memberikan jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan 
martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat yang universal, 
maka deklarasi maupun konpensi-konpensi internasional seperti The 
United Declaration of Human Rights yang diterma dan disahkan oleh 
Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, serta The 
International Covenant on Civil and Political Rights beserta Optional 
Protocol-nya yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB 
pada tanggal 16 Desember 1966, dapat digunakan untuk mengukur 
nilai hukum Acara Pidana baru-baru ini.7

Selanjutnya setelah mengutarakan dua buah pasal dari The International

Covenant on Civil and Poltiical Rights, yaitu pasal 9 dan pasal 14, maka dalam

alinea ke-8 dinyatakan, bahwa “Dengan mengutarakan hal-hal sebagaimana

tersebut di atas, maka diambil kesimpulan bahwa Hukum Acara Pidana Baru

ini, pada prinsipnya bersifat universal dan termasuk deretan Hukum Acara

Pidana dari negara-negara lain di dunia ini sepanjang ia adalah Negara Hukum 

dalam arti yang sebenarnya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia sebagai perwujudan dari Human Dignity”.

Adapun bunyi ketentuan pasal 9 dan pasal 14 The International Covenant 

Civil and Political Rights yang berhubungan dengan penggunaan 

kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana, antara lain sebagai 

berikut:

on

Penjelasan Umum Undang Undang Kepolisian Nomor 20 tahun 2002 tentangKepolisian
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Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak 

seorang pun boleh dikenakan penahanan atau penawanan secara gegabah. 

Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan- 

alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan dengan Undang

1.

Undang (Pasal 9 ayat 1)

2. Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam 

persamaan sepenuhnya, akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan 

tersebut di bawah ini, antara lain untuk tidak dipaksa memberikan

kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah (pasal 14 ayat

(3) huruf g)

Sekalipun Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah

berusia lebih dari 20 tahubn dan secara berturut-turut telah pula dikeluarkan

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 

Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 

yang kesemuanya sangat menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia, namun kenyataannya, polisi masih sering menggunakan 

kekerasan dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum pidana sekalipun 

tidak dalam keadaan terpaksa, dimana seolah-olah para polisi tidak tahu atau 

tidak mau tahu, bahwa penggunaan kekerasan itu bertentangan dengan 

pengakuan dan perlindungan HAM yang dilarang oleh peraturan perundang
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undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Ansorie Sabuan,9 pada saat 

menyidik tersangka tindak pidana, kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai penyidik perkara, antara lain

mengenai:

Dilakukannya penangkapan dan penahanan yang tidak menggunakan

surat perintah.

Adanya penyiksaan-penyiksaan baik fisik maupun non fisik, padahal

Negara Indonesia telah mempunyai Undang Undang HAM yaitu Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 dan Undang Undang

Nomor 5 tahun 1998 yaitu Konvensi menentang penyiksaan dan

perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau

merendahkan martabat manusia.

Adapun 2 (dua) contoh kasus yang terdapat di media massa antara lain : 

Kanit Reskrim Rambang Lubai di propamkan, karena melakukan penganiayaan 

terhadap tersangka hingga babak belur di ruang pemeriksaan. Yang akhirnya 

Kanit Reskrim tersebut dilaporkan dan dikenakan sanksi kode etik.10

Ansorie Sabuan, 2002, Perlindungan (Hukum) Terhadap Hak Asasi Tersangka pada 
Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Menurut Undang Undang Nomor 8 tahun J981. TESIS, 
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, halaman 1-2.

10 Sumatera Ekspres, JunTat, 5 Mei 2006, halaman 27.
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6 (enam) anggota Direktorat Narkoba POLDA Sumatera Selatan menjalani 

siding kode etik, terkait kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap tersangka 

pengedar narkoba, sewaktu dimintai keterangan, 6 anggota tersebut memaksa 

tersangka mengaku dengan cara menyiksa dan memukul.11

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa sebagaimana hingga saat ini

kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan

penyidikan memang masih sering terjadi.

Untuk mengetahui faktor-faktor lain yang bersifat non yuridis yang

menyebabkan polisi menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugas

penegakan hukum pidana, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh 

penulis, kecuali melakukan penelitian melalui penulisan skripsi yang berjudul

“Tindakan Kekerasan Terhadap Tersangka yang Dilakukan oleh Penyidik 

dalam Melakukan Penyidikan”.
¥

B. Permasalahan

1. Apa motif penyidik melakukan kekerasan terhadap tersangka pada waktu 

melakukan penyidikan?

Bentuk kekerasan yang bagaimana yang sering dilakukan oleh penyidik 

terhadap tersangka?

2.

11 Sumatera Ekspres, Selasa, 02 Mei 2006, halaman 28.
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apa motif penyidik melakukan kekerasan terhadap 

tersangka pada waktu melakukan penyidikan.

Untuk mengetahui kekerasan yang bagaimana yang sering dilakukan

1.

2.

oleh penyidik terhadap tersangka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada

umumnya dan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagaimana penegak 

hukum atau bagaimana pembuat kebijakan di bidang hukum.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris atau pendekatan sosiologis, yaitu mempelajari praktek-



11

tersebut, maka yang akan dijadikan sampel sebagai responden dalam 

penelitian ini adalah tiga orang anggota Poltabes Palembang, yaitu Kanit 

Reskrim dan dua orang anggota polisi yang bertugas di Satuan Reskrim 

serta tiga orang tersangka yang pernah menjadi korban kekerasan polisi 

di wilayah hukum Poltabes Palembang.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur Pengumpulan Dataa.

Data Primer1)

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan

pengamatan dengan cara tanya jawab langsung kepada para

responden dan melihat langsung proses serta kegiatan aplikasi

tugas dan fungsi kepolisian di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran 

Kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang 

didapat dari bahan-bahan hukum sebagai berikut: 

a) Bahan hukum primer, yaitu Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang 

Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia
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b) Bahan hukum sekunder yaitu (a) peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara 

Pidana; (b) Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 1

2003 tentang Pemberhentian AnggotaTahun

Kepolisian Negara Republik Indonesia; (d) Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Negara RI dan (e) Keputusan

Kepala Kepolisian RI Nomor Pol : Kep/32/VII/2003

tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi POLRI

Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, surat kabar,c)

majalah dan lain-lain bahan hukum tersier.

Teknik Pengolahan Datab.

Setelah data terkumpul, baik yang diperoleh dari studi

kepustakaan maupun studi lapangan, maka diolah dengan cara

sebagai berikut:
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Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti 

kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan 

kebenarannya, sehingga terhindar dari

1.

kekurangan dan

kesalahan

Koding yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban para2.

responden menurut macamnya. Klasifikasi ini dilakukan

dengan menandai masing-masing jawaban itu dengan kode

tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.

Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan3.

data pada tiap pokok bahasan secara sistematis

Teknik Analisis5.

Tujuan analisis data adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian

secara kualitatif sehingga mendapat gambaran yang jelas dan akurat dari

objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data

yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat

(deskriptif)
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